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5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah
penulis lakukan terhadap efektivitas Perda Kotan Padang Nomor 8 Tahun
2019 tentang penyelenggaraan perparkiran perspektif siyasah dusturiyah,

maka dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan juru parkir terhadap Perda Kota Padang Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dapat kita lihat di
Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 19 yang mana ada 6
kewajiban tukang parkir yaitu melayani kendaraan keluar masuk pada
fasilitas parklr, memberikan karcis kepada pengguna parkir, memastikan
pengguna parkir telah menggunakan mesin parkir meter pada lahan
parkir yang menggunakan sistem parkir meter, memakai perlengkapan
seperti rompi dan tanda pengenal, mengatur posisi kendaraan agar sesuai
dengan marka parkir, dan menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.
Ada salah satu kewajiban yang kurang atau tidak dijalankan tukang parkir
seperti memberikan karcis kepada pengguna parkir. Upaya yang sangat
menentukan kepatuhan terhadap Perda ini adalah sosialisasi pihak aparat
penegak PERDA kepada juru parkir yang terlaksana dengan baik.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas
Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 . Yang menjadi faktor
pendukungnya yaitu pertama, kerjasama dengan berbagai instansi, dalam
hal ini Dinas Perhubungan Kota Padang menjalin kerjasama dengan
instansi yang berkaitan dengan penertiban juru parkir yang tidak resmi,
seperti Satpol PP dan Polresta Kota Padang. Yang kedua, keterlibatan aktif
dari masyarakat serta dukungan dari pihak swasta. Partisipasi
masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang tertib
dan kondusif, Sementara itu, pihak swasta, termasuk dunia usaha dan

industri turut berkontribusi dengan menjalankan kegiatan usaha yang
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendukung program pemerintah.
Yang menjadi faktor penghambatnya yaitu: Pertama, kurang efektivnya
pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang terhadap
juru parkir. Kedua, tidak ada Peraturan Walikota Padang yang mengatur
tentang bentuk dan warna seragam serta perlengkapan juru parkir.

3. Tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap efektivitas Perda Kota Padang
Nomor 8 Tahun 2019 telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah
tanfidziyah, yaitu prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, prinsip
keadilan, prinsip musyawarah, prinsip ma'ruf nahi mungkar,dan prinsip
kemaslahatan umum. Perda ini dibuatkan untuk kepentingan masyarakat
agar terhindar dari pungutan liar, hilangnya kendaraan, dan ketertiban

lalu lintas.

5.2. Saran

Melihat peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan berdasarkan

kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan supaya

1. Diharapkan kepada pejabat yang mengawasi pemantauan lahan parkir
khususnya Dinas Perhubungan agar lebih teliti dan konsisten dalam
melakukan sosialisasi dan pengawasan sehingga tidak ada juru parkir
yang tidak resmi yang berkeliaran di Kota Padang.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar lebih teliti dalam
menetapkan Perda ini, supaya dari tumpang tindih peraturan yang dapat
menimbulkan ketidak pastian hukum.

3. Diharapkan kepada masyarakat untuk harus menghargai keberadaan
tukang parkir yang legal/resmi demi terjaminnya keamanan kendaraan
kita saat berparkir di lahan parkir dengan membayar tarif yang telah

ditentukan Pemerintah Daeah Kota Padang.
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4. Diharapkan kepada seluruh masyakat agar segera melaporkan ke aparat
yang berwewenang apabila mendapati kasus pungutan liar pada juru

parkir yang tidak resmi.
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